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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk mewujudkan nilai Profesional, Akuntabel,
Sinergi, Transparan, dan Inovatif dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi pegawai Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, perlu disusun Kode Etik dan Kode
Perilaku Pegawai;

bahwa ketentuan mengenai Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-
07.KP.05.02 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dinilai tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi,
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik dan Kode
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Mengingat

Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1698);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473 ), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186 );
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pedoman sikap,
perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-
hari.

Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil
Negara dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan
dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik
dan Kode Perilaku.

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya
disebut Majelis adalah tim yang bersifat ad hoc yang
dibentuk di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan bertugas melaksanakan penegakan
Kode Etik dan Kode Perilaku.

Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau
kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan
harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang
tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode

Etik dan Kode Perilaku.
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8. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang
disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang
telah dan/atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik
dan Kode Perilaku.

9. Pejabat yang Berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Menteri atau

pejabat lainnya yang ditunjuk.

BAB II
NILAI-NILAI ORGANISASI

Pasal 2
Setiap Pegawai wajib menjunjung tinggi profesionalitas,
akuntabilitas, sinergis, transparansi, dan inovasi dalam
menjalankan tugas, fungsi dan kegiatan sehari-hari baik di
dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

Nilai profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang selanjutnya

disingkat PASTI, meliputi :

a. profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan
terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian
dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui
kerjasama;

b. akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap
setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi

proses maupun hasil;

c. sinergi berarti mampu bekerjasama dan membangun
kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan
untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik,
bermanfaat dan berkualitas;

d. transparan Dberarti mampu menyajikan data dan
informasi  terkait kebijakan, proses pembuatan,

pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas

www.peraturan.go.id



2017, No. 1507

publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

inovatif berarti mampu menciptakan dan
mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreatifitas
untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi.

Pasal 4

Nilai PASTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki

unsur perilaku utama sebagai berikut :

a.

profesional meliputi perilaku:
1) terpuji;

2) berkompeten; dan

3) berintegritas.

akuntabel meliputi perilaku:
1) bertanggung jawab;

2) berkinerja tinggi; dan

3) berkesinambungan.
sinergi meliputi perilaku:

1) bekerjasama;

2) bermitra; dan

3) solutif.

transparan meliputi perilaku:
1) informatif; dan

2) aksesibilitas.

inovatif meliputi perilaku:

1) inisiatif;

2)  kreatif; dan

3) pembaharuan.

BAB III
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia dibangun berdasarkan pada nilai

PASTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
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Pasal 6

Kode Etik nilai profesional meliputi:

a.

melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran
kinerja Pegawai dan berorientasi pelayanan prima;
bertutur kata dan bertindak sopan sesuai dengan norma
yang berlaku serta konsisten antara perkataan dan
perbuatan; dan

berperilaku jujur, berwibawa, berdisiplin dan taat aturan
sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi Pegawai

lainnya.

Pasal 7

Kode Perilaku dari nilai profesional tercermin dalam

perilaku Pegawai sebagai berikut:

a.

Pl

[y
.

beretika dalam berkomunikasi baik dalam menerima
tamu, menggunakan telepon, atau media elektronik
lainnya seperti email ataupun media sosial;

menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih,
sehat, aman, dan nyaman;

saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk
mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif;
mewujudkan pola hidup sederhana;

memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan
santun tanpa pamrih serta tanpa unsur paksaan;
memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;

tidak melakukan perzinahan, prostitusi, dan perjudian;
tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau
menurunkan harkat dan martabat Pegawai, kecuali atas
perintah jabatan;

tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan
nama baik kementerian hukum dan hak asasi manusia.
disiplin dan fokus dalam bekerja sesuai dengan target
dalam sasaran kinerja Pegawai;

patuh dan konsisten terhadap standar operasional
prosedur yang telah ditetapkan;

memberi pelayanan sesuai dengan standar yang telah
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ditetapkan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa
tekanan;

mendayagunakan kemampuan dan keahliannya dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya;

berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
tanggap, terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya;

menjaga independensi dari potensi adanya benturan
kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi;
menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menjaga keamanan barang dan dokumen, data dan
informasi yang bersifat rahasia;

mematuhi dan melaksanakan peraturan serta memegang
sumpah/janji sebagai Pegawai;

mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan
pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas
kedinasan;

mengutamakan kepentingan masyarakat daripada
kepentingan pribadi atau golongan;

menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas
kedinasan dan kewajiban;

melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada unit
pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat
tugas, ataupun bukti kePegawaian lainnya baik dalam
pelaksanaan  tugas kedinasan maupun  untuk
kepentingan pribadi;

tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik
negara untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas
kedinasan;

tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan
usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha
dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan

tugas dan fungsi dan berpotensi menimbulkan benturan
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bb.

CC.

dd.

kepentingan;

tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang
tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun
yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan
menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok,

maupun golongan;

Pasal 8

Kode Etik nilai akuntabel meliputi:

bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perilaku;
berkinerja tinggi dan menyadari bahwa tidak hanya hasil
yang harus dicapai namun juga melalui proses dan
prosedur yang benar; dan

selalu melakukan perbaikan berkesinambungan

berdasarkan pembelajaran dari pengalaman.

Pasal 9

Kode Perilaku dari nilai akuntabel tercermin dalam

perilaku Pegawai sebagai berikut:

a.

melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan
penuh tanggung jawab mulai dari proses sampai dengan
hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi
yang tidak benar dan menyesatkan;

mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap
kegiatan yang dilakukan secara jujur dan terbuka untuk
dapat dilaporkan, dinilai, dan diaudit baik secara
internal maupun eksternal;

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas
beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang
tertuang dalam sasaran kinerja Pegawai; dan

melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri
secara berkelanjutan berdasarkan pada hasil monitoring

dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.
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Pasal 10
Kode Etik nilai sinergi meliputi:
a. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja
lain yang terkait untuk pencapaian tujuan;
b. membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang
produktif serta kemitraan yang harmonis; dan
c. proaktif untuk menemukan solusi melalui diskusi dan

koordinasi dengan unit kerja lain.

Pasal 11

Kode Perilaku dari nilai Sinergi tercermin dalam perilaku

Pegawai sebagai berikut:

a. bekerja bersama untuk mencapai tujuan;

b. mengutamakan koordinasi dengan menjalin kerjasama.

c. berorientasi pada kepentingan organisasi dengan berfikir,
bertindak positif, menjaga kebersamaan dan kesetaraan;

d. menghargai dan menerima masukan, pendapat dan
gagasan;

e. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal
maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi,
maupun antar instansi; dan

f.  proaktif untuk memberi solusi melalui koordinasi dengan

unit kerja lain.

Pasal 12
Kode Etik nilai transparan meliputi:
a. menyediakan informasi yang terpercaya; dan

b. melayani semua pihak tanpa diskriminasi.

Pasal 13
Kode Perilaku dari nilai transparan tercermin dalam
perilaku Pegawai sebagai berikut:
a. keandalan menyediakan informasi yang terpercaya;
b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. bersikap rasional, berkeadilan, objektif, dan transparan
dalam menjalankan tugas.

d. memberikan akses informasi tentang kebijakan, proses
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pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang
dicapai;

memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan,

dan pengawasan masyarakat.

Pasal 14

Kode Etik nilai inovatif meliputi:

a.
b.

memiliki inisiatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
kreatif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
dan

membuat terobosan dalam mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi.

Pasal 15

Kode Perilaku dari nilai inovatif tercermin dalam perilaku

Pegawai sebagai berikut:

a.

memberikan motivasi dan inspirasi bagi Pegawai lainnya
dalam berkinerja;
berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan,

kemampuan, keterampilan, dan sikap;

kreatif dalam rangka pembangunan organisasi melalui
penciptaan dan pengembangan inovasi;

mampu merespon perubahan di masyarakat melalui
penciptaan atau pengembangan inovasi;

mampu membuat terobosan untuk mencipta atau
merancang serta mengembangkan diri ke arah yang lebih
maju; dan

membangun etos kerja dalam meningkatkan kinerja

organisasi.
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BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Komitmen Terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 16

Unit Eselon I yang memiliki karakteristik khusus dapat
membuat Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan
Tugas dan Fungsinya.

Dalam penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku, Unit
Eselon I wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan
Menteri ini.

Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

Setiap Pegawai wajib melaksanakan Kode Etik dan Kode

Perilaku.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 18

Majelis merupakan kelengkapan organisasi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas
melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku
sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai;
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk pada setiap
Unit Eselon I dan Kantor Wilayah.

Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I

dan Kepala Kantor Wilayah.
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Pasal 19
Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku, terdiri atas:
a. Ketua merangkap Anggota;
b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
c. Anggota.
Keanggotaan Majelis sebagimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah ganjil dengan unsur anggota paling sedikit 3

(tiga) orang.

Pasal 20

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak pengaduan, temuan, atau Laporan

dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diterima.

(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Ketiga

Pemantauan Pelaksanaan Kode Etik dan Perilaku

Pasal 21
Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku
dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat
dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang
diikuti dengan upaya perbaikan.
Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang hasilnya dibuat
dalam bentuk Laporan tertulis.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Keempat
Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 22
Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik dan
Kode Perilaku dapat diajukan secara lisan maupun

tertulis.
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Laporan dan/atau pengaduan secara lisan atau tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai
identitas jelas dan ditandatangani oleh Pelapor.

Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti
harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
Pengelolaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang
menangani bidang kepegawaian atau unit kerja yang
ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi.

Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh
dugaan kuat bahwa Laporan dan/atau pengaduan
termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku maka unit kerja yang menangani kepegawaian
atau unit kerja yang ditunjuk berdasarkan tugas dan
fungsi mengirimkan berkas Laporan dan/atau pengaduan
kepada Pejabat yang Berwenang.

Pejabat yang Berwenang memerintahkan Majelis Kode
Etik dan Kode Perilaku untuk menindaklanjuti Laporan
dan/atau pengaduan dimaksud.

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan
Kode Perilaku serta unit kerja yang menangani
kepegawaian atau unit kerja yang ditunjuk berdasarkan
tugas dan fungsi bekerja dengan menerapkan asas
praduga tak bersalah.

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak menerima Laporan/pengaduan dari Pejabat yang
Berwenang, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib
menjatuhkan putusan terhadap Pegawai yang diduga
telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan

Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Menteri.
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BABV
SANKSI MORAL DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 23
Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan

administratif.

Bagian Kedua

Sanksi Moral

Pasal 24

(1) Sanksi moral ditetapkan dengan keputusan Pejabat
yang Berwenang.

(2) Keputusan Pejabat yang Berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan putusan
Majelis.

(3) Keputusan Pejabat yang Berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik
dan Kode Perilaku yang dilanggar oleh Pegawai.

Pasal 25

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.

(2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan
tertutup yang dihadiri oleh Pejabat yang berwenang,
atasan langsung Pegawai dan Pegawai yang dikenakan
sanksi.

(3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada saat upacara
bendera atau forum resmi Pegawai dan papan

pengumuman.
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Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus membuat

pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Ketiga

Tindakan Administratif

Pasal 26

Dalam hal pengenaan sanksi moral terhadap Pegawai
yang telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku
dianggap tidak cukup, Pegawai dapat dikenakan
tindakan administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikenakan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode
Etik dan Kode Perilaku dan ditetapkan oleh Pejabat yang

Berwenang.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan tentang Kode Etik yang telah ada sebelum
Peraturan Menteri ini diundangkan wajib menyesuaikan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Proses penegakan Kode Etik yang sedang berjalan,
diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.KP.05.02 Tahun
2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
271).
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-
07.KP.05.02 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 271) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS|
MANUSIA. Kode Etik. Pegawai Pemasyarakatan.
Majelis Kehormatan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-16.KP.05.02 TAHUN 2011

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa keberhasilan pegawai pemasyarakatan dalam

melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan, dan
pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta
dalam pergaulan hidup sehari-hari, salah satunya
ditentukan oleh integritas moral dan keteladanan
sikap, dan tingkah laku pegawai pemasyarakatan;

bahwa untuk menjaga integritas moral dan
keteladanan sikap, dan tingkah laku pegawai
pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik Pegawai
Pemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

www.bphn.go.id
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon [ Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kode
Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai
pemasyarakatan dalam  pergaulan hidup sehari-hari guna
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan
pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

Pegawai Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas
dan fungsi di bidang pemasyarakatan.

Majelis Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural yang bertugas
melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran
Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Pemasyarakatan.

BAB II
PRINSIP DASAR
Pasal 2

Prinsip dasar dalam menjalankan tugas Pemasyarakatan meliputi:

o o

50 o

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;

menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
menghormati harkat dan martabat manusia;
memiliki rasa kemanusiaan, kebenaran dan keadilan;
kejujuran dalam sikap, ucapan, dan tindakan;
keikhlasan dalam berkarya; dan

berintegritas dalam setiap aktifitas.
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Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pegawai Pemasyarakatan
harus memiliki etos kerja sebagaimana tercantum dalam Tri Dharma
Petugas Pemasyarakatan.

BAB III
ETIKA PEGAWAI PEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Setiap Pegawai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan
dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada
etika dalam:

a. berorganisasi;
b. melakukan pelayanan terhadap masyarakat;

c. melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap
Warga Binaan Pemasyarakatan;

d. melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang
rampasan;

e. melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya; dan
f. kehidupan bermasyarakat,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Setiap Pegawai Pemasyarakatan wajib mematuhi, mentaati, dan
melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Etika dalam Berorganisasi
Pasal 5

Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam berorganisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. menjalin hubungan kerja yang baik dengan semua rekan kerja, baik
bawahan maupun atasan, meliputi:

1. menghormati hak orang lain untuk dapat bekerja dalam suasana
yang tenang, aman dan kondusif;

2. tidak memberikan penilaian secara subyektif dan tanpa
kewenangan atas tindakan atau pekerjaan orang lain;
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3. menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan atau ucapan yang
dapat menyinggung perasaan dan harga diri orang lain;

4. Dbertindak secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diembannya;

5. menunjukkan rasa hormat ketika berkomunikasi;

6. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada atasan
secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diembannya untuk kepentingan organisasi; dan

7. memiliki rasa setia kawan dan tenggang rasa.

b. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,
meliputi:

1. berani mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya;

2. pengambilan keputusan harus didasarkan pada rasa keadilan dan
kepastian hukum;

3. mengkomunikasikan setiap tindakan dan keputusan kepada
pimpinan secara berjenjang dengan jelas dan tepat;

4. mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan
permasalahan;

5. tidak menyembunyikan kebenaran; dan

6. tidak melakukan penyalahgunaan terhadap dokumen.

c. taat dan disiplin pada aturan organisasi, yang meliputi:

1. tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi,
mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidak
melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan
martabat Pegawai Pemasyarakatan.

2. mengenakan pakaian dinas/seragam secara pantas sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan;

3. menjaga penampilan diri secara pantas sebagai wujud
penghormatan terhadap profesi;

4. selalu bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan,;

5. mematuhi perintah atasan dalam batas kepentingan organisasi
dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;

6. tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri,
keluarga, kerabat, teman atau rekan;

7. tidak membuat keputusan untuk kepentingan diri sendiri,

keluarga, kerabat, teman atau rekan;
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10.

berani memberikan informasi kepada atasan terkait dengan segala
sesuatu yang dapat merugikan/ mengganggu kepentingan
organisasi;

tidak melempar tanggung jawab atas tugas yang menjadi
tanggung jawabnya; dan

tidak menyalahgunakan kewenangan, fasilitas dinas, atribut,
dan/atau tanda pengenal lainnya.

Bagian Ketiga
Etika dalam Melakukan Pelayanan Terhadap Masyarakat
Pasal 6

Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b,sebagai

berikut:

a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi
atau golongan, meliputi:

1.

3.
4.

memberikan pelayanan yang responsif dengan menggunakan
standar yang terbaik;

tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan
kepentingan masyarakat;

memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan

memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara
benar.

b. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan
pengawasan masyarakat, meliputi:

1. terbuka untuk menerima setiap saran, kritik, dan masukan
tanpa mempunyai prasangka negatif;

2. membangun jejaring kerja sama dengan segenap unsur
masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan

3. menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat.

c. tegas, adil, dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat,

meliputi:

1. mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan
masyarakat;

2. memberikan pelayanan dengan senyum dan ramah serta
menghindarkan diri dari kesombongan;

3. memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif; dan
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4. menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Etika dalam Melakukan Pelayanan, Pembinaan, dan Pembimbingan

Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan
Pasal 7

Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan, pembinaan,
dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

a. menghormati harkat dan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan,

meliputi:

1. menghormati hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

2. menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan
pelecehan;

3. menghormati dan menjaga kerahasiaan Warga Binaan
Pemasyarakatan; dan

4. selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan Warga Binaan

Pemasyarakatan.

b. mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:

1.

4.

memberikan rasa aman dan tentram terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan;

menindaklanjuti setiap saran, keluhan, atau pengaduan yang
disampaikan Warga Binaan Pemasyarakatan secara tepat dan
cepat;

tidak diskriminatif terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atas
dasar suku, agama, ras atau lainnya yang dapat menimbulkan
situasi yang tidak kondusif; dan

memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa
mengharapkan balasan/pamrih.

c. tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam
berkepribadian, meliputi:

1.
2.

teliti, cermat, dan cepat dalam menilai situasi,

mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk
perilaku yang melanggar tata tertib/ aturan;

tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan
hukum;

menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
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5. kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
6. menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.
d. Dbijaksana dalam bersikap, meliputi:

1. menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan secara
cermat dan teliti apabila menghadapi kesulitan, tantangan dan
hambatan dalam pelaksanaan tugas;

2. memberikan perhatian khusus terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti
anak-anak, wanita, lanjut wusia, atau penderita penyakit
permanen;

3. mempunyai keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri
untuk mendukung pelaksanaan tugas;

4. mempunyai kemampuan mengendalikan perkataan, sikap, dan
perbuatan sehingga menumbuhkan sikap hormat Warga Binaan
Pemasyarakatan; dan

5. mampu menempatkan dirinya secara tepat di hadapan Warga
Binaan Pemasyarakatan baik sebagai petugas, teman, saudara,
maupun orang tua tanpa kehilangan kewibawaan.

Bagian Kelima

Etika dalam Melakukan Pengelolaan Terhadap Benda Sitaan dan Barang
Rampasan

Pasal 8

Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pengelolaan terhadap
benda sitaan dan barang rampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

a. teliti dan cermat dalam menilai barang sitaan dan barang rampasan;

b. mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk
ancaman,;

c. mampu menilai kondisi yang dapat menimbulkan rusaknya benda
sitaan dan barang rampasan;

d. tidak tergoda untuk melakukan hal yang bertentangan dengan norma
moral dan hukum;

e. menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian; dan

g. tidak memanfaatkan benda sitaan dan barang rampasan tanpa hak
untuk kepentingan pribadi.
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Bagian Keenam
Etika dalam Melakukan Hubungan dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya
Pasal 9

Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan hubungan dengan
aparat penegak hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf e, sebagai berikut:

a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi, meliputi:
1. mampu menjalin kerja sama secara bertanggung jawab;

2. memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur
pelayanan yang telah ditetapkan; dan

3. memelihara dan memupuk kerjasama yang baik tanpa merusak
tanggung jawab.

b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi yang meliputi:

1. selalu bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam
menegakkan aturan; dan

2. tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan tindakan yang dapat
merendahkan diri sendiri ataupun profesi.

Bagian Ketujuh
Etika dalam Kehidupan Bermasyarakat
Pasal 10

Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:

a. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;

b. tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi sosial
kemasyarakatan/keagamaan yang  dilarang oleh  peraturan
perundang-undangan;

c. tidak menjadi penagih utang atau menjadi pelindung orang yang
punya utang;

d. tidak menjadi perantara atau makelar perkara dan pelindung
perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan yang dapat mencemarkan
nama baik korps;

e. tidak melakukan perselingkuhan, perzinahan, dan/atau mempunyai
istri/suami lebih dari satu orang tanpa izin;

f.  tidak menjadi wakil kepentingan orang atau kelompok atau politik
tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

g. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan
harkat dan martabat Pegawai Pemasyarakatan, kecuali atas perintah
jabatan.
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(4)

(5)

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK
Pasal 11
Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad
hoc.
Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Majelis Kode Etik Pusat; dan
b. Majelis Kode Etik Wilayah.
Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Majelis Kode Etik Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.
Pasal 12
Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. 3 (tiga) orang anggota.
Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari unsur:
a. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebanyak 4 (empat) orang
anggota dan ditunjuk sebagai ketua dan sekretaris; dan
b. Inspektorat Jenderal yang membidangi pemasyarakatan sebanyak
1 (satu) orang anggota.
Pasal 13
Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. 1 (satu) orang anggota.
Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari unsur:
a. Divisi Pemasyarakatan sebanyak 2 (dua) orang anggota, sebagai
ketua dan sekretaris; dan
b. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebanyak 1 (satu) orang
anggota.
Pasal 14

Majelis Kode Etik Pusat bertugas memeriksa dan mengambil
keputusan terhadap Pegawai Pemasyarakatan di lingkungan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diduga melanggar Kode
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Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, keterangan
yang bersangkutan, dalam sidang Majelis Kode Etik.

Majelis Kode Etik Wilayah bertugas memeriksa dan mengambil
putusan terhadap Pegawai Pemasyarakatan di daerah yang diduga
melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti
lainnya, dan keterangan yang bersangkutan, dalam sidang Majelis
Kode Etik.

Pasal 15

Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:

a. Pegawai Pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan; dan

b. Pejabat setingkat Eselon II di Wilayah.

Majelis Kode Etik Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai
Pemasyarakatan yang berada di wilayah.

Pasal 16
Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Majelis Kode Etik Pusat
dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Majelis Kode Etik
Wilayah dibebankan pada anggaran Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V
PEMERIKSAAN DAN SIDANG KODE ETIK
Bagian Kesatu

Pemeriksaan
Pasal 17

Pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasyarakatan yang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan,
laporan, atau temuan.

Pada tingkat pusat, pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sub Direktorat
yang menangani bidang kode etik profesi.

Pada tingkat wilayah, pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang yang
menangani keamanan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengumpulkan alat bukti berupa surat dan keterangan.
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(5) Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibuatkan berita acarayang dibubuhi tanda tangan dari terperiksa
dan pemeriksa.

Pasal 18

Pemeriksaan terhadap pengaduan, laporan, atau temuan pelanggaran
Kode Etik dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
pengaduan, laporan, atau temuan diterima dan dapat diperpanjang dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 19

Hasil pemeriksaan yang terdiri atas lembar analisa pemeriksaan, berita
acara pemeriksaan, dan lampiran alat bukti berupa surat diserahkan
kepada Majelis Kode Etik.

Bagian Kedua
Sidang Kode Etik

Pasal 20

Majelis Kode Etik menyelenggarakan sidang dengan prinsip cepat,

sederhana, dan murah.

Pasal 21

Majelis Kode Etik wajib menentukan jadwal sidang dalam waktu paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembentukan Majelis Kode Etik

ditetapkan.

Pasal 22
Majelis Kode Etik harus menyelesaikan sidang dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari kerja.

Pasal 23

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai
Pemasyarakatan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai
Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi
kesempatan membela diri.

(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.

(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 24

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan hasil keputusan sidang kepada

Pejabat Pembina Kepegawaian secara berjenjang sebagai rekomendasi

dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada

Pegawai Pemasyarakatan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
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BAB VI
SANKSI

Pasal 25

(1) Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik
dikenakan sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara
tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pernyataan secara tertutup; atau
b. pernyataan secara terbuka.

(4) Dalam hal Pegawai Pemasyarakatan dikenai sanksi moral
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan Kode Etik
yang dilanggar oleh Pegawai Pemasyarakatan tersebut.

(5) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di
lingkungannya sampai dengan pangkat paling rendah pejabat
struktural eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 26

Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain
dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3),
dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Petugas Pemasyarakatan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

pada tanggal 30 September 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-02.KP.05.02 TAHUN 2010
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3590);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4450);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara;
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5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH-10.0T.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG KODE ETIK PEGAWAI IMIGRASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Imigrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan
mempunyai wewenang serta tanggung jawab di bidang keimigrasian.

. Kode Etik Pegawai Imigrasi yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman

sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai Imigrasi di dalam melaksanakan
tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

. Majelis Kode Etik Pegawai Imigrasi yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik

adalah lembaga non struktural pada instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Imigrasi.

. Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah segala

bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Imigrasi yang bertentangan
dengan Kode Etik.

Pasal 2

Kode Etik Pegawai Imigrasi bertujuan untuk:

a.
b. menjamin terpeliharanya tata tertib;

c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim yang kondusif;
d.

e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Imigrasi.

meningkatkan disiplin Pegawai Imigrasi;

menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional; dan
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(D)

(2)

3

)

(2)

BAB 11
PRINSIP DASAR

Pasal 3

Prinsip dasar Kode Etik Pegawai Imigrasi tercermin dalam Sasanti Imigrasi,
Tri Fungsi Imigrasi, dan Panca Bhakti Imigrasi.

Prinsip dasar Kode Etik Pegawai Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan
berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. mentaati dan mematuhi hukum serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. ikut serta secara aktif menegakkan pilar kehidupan berbangsa dan
bernegara yang lebih demokratis dan berkeadilan sesuai konstitusi dan nilai
kemanusiaan;

d. menjaga dan memelihara kehormatan serta kedaulatan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

e. mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan
pribadi dan/atau golongan; dan

f. menjaga citra serta memelihara kehormatan diri dan institusi secara
konsisten.

BAB 111
ETIKA PEGAWAI IMIGRASI

Pasal 4

Setiap Pegawai Imigrasi dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan
sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama,
bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta
sesama pegawai imigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Setiap Pegawai Imigrasi wajib mematuhi, mentaati, dan melaksanakan etika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Etika Pegawai Imigrasi dalam beragama, meliputi:
a. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk

menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;

. menghargai dan memberi tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada

seluruh Pegawai Imigrasi dan/atau pihak lain tanpa diskriminasi;

. menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan

dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan
interaksi sosial sehari-hari; dan
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d. mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi
kepentingan individu, lembaga, bangsa dan negara tanpa dibatasi oleh
perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kulit, bahasa, jenis
kelamin, status sosial ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 6

Etika Pegawai Imigrasi dalam bernegara, meliputi:

a. melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta memelihara harkat dan martabat bangsa dan negara;

b. bersikap menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. tidak bersikap diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diberikan
oleh undang-undang;

d. menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang dengan tetap
menjunjung tinggi kedaulatan negara;

e. memperhatikan dan memberikan hak warga negara sebagaimana yang diatur
dan dijamin oleh konstitusi dan undang-undang;

f. menghormati dan menghargai adat istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya setiap
orang yang berlatar belakang sosial kebudayaan yang berbeda;

g. mencegah dan/atau menindak dengan tegas usaha atau Kkegiatan
penyelundupan dan/atau perdagangan manusia maupun kejahatan terorganisir
antar negara lainnya dalam rangka menegakkan kehormatan, kedaulatan
bangsa dan negara serta perlindungan hak asasi manusia;

h. melakukan penegakan hukum keimigrasian berupa penyelidikan, penyidikan
dan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang kegiatan dan
keberadaannya tidak dikehendaki di Indonesia karena mengganggu keamanan
dan ketertiban umum atau melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

i. melakukan penegakan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia yang
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang
keimigrasian.

Pasal 7

Etika Pegawai Imigrasi dalam berorganisasi, meliputi:

a. melaksanakan peraturan kedinasan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
keimigrasian;

b. melaksanakan perintah, kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. bersikap netral, tidak menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai
politik;

d. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat
berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi imigrasi;

e. tidak melakukan penyiksaan atau kekerasan dalam penegakan hukum
keimigrasian yang meliputi penyelidikan, penyidikan, tindakan keimigrasian dan
pendetensian;
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bersikap rasional dan Dberkeadilan, objektif, serta transparan dalam
menjalankan tugas keimigrasian;

membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan

pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama
pegawai dan pihak terkait lainnya;

. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya

serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;

melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau
adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang
patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;

tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan negara asing atau lembaga
internasional tanpa ijin Pemerintah Republik Indonesia;

tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan/atau
merugikan institusi imigrasi, kepentingan bangsa dan negara;

mengelola dan menyetorkan ke kas negara seluruh Penerimaan Negara Bukan
Pajak keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pegawai Imigrasi yang berpangkat Pembina ke atas atau yang memangku
jabatan eselon | dan Il menghindari kedudukan, baik langsung maupun tidak
langsung sebagai Direksi, Pimpinan atau Komisaris perusahaan swasta; dan
tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai
ketentuan  peraturan  perundangan-undangan khususnya di  bidang
keimigrasian.

Pasal 8

Etika Pegawai Imigrasi dalam bermasyarakat, meliputi:

a.

bersikap jujur, egaliter, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan,
laporan/pengaduan serta pendapat baik yang berasal dari dalam lingkungan
imigrasi maupun dari masyarakat luas; dan

memperlakukan anggota masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di
bidang keimigrasian sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Pasal 9

Etika Pegawai Imigrasi terhadap diri sendiri, meliputi:

a.
b.

tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian;

tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika
dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan;

meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-
masing dalam rangka menjaga citra institusi imigrasi, bangsa dan negara;

d. tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
e. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya

diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan
negara;

tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan
pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
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g. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui
atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai Pegawai
Imigrasi;

h. menolak menjadi perantara bagi pihak lain dengan mendapat imbalan atau
tidak untuk mengurus usaha, pekerjaan, perijinan, pelanggaran yang berkaitan
dengan keimigrasian;

i. tidak memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya
berkaitan dengan kewenangan keimigrasian;

J. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta menunjukkan
loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap
masyarakat serta menjaga citra institusi imigrasi; dan

k. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela
dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 10

Etika Pegawai Imigrasi terhadap sesama Pegawai Imigrasi, meliputi:

a. memperlakukan sesama Pegawai Imigrasi sebagai rekan kerja yang memiliki
hak dan kewajiban yang berkesesuaian; dan

b. tidak melakukan persengkongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau institusi
keimigrasian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak
lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan negara.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 11

(1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.

(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Majelis Kode Etik Pusat; dan
b. Majelis Kode Etik Daerah.

(3) Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(4) Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

(1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
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(2)

c. 5 (lima) orang anggota.

Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih
melalui rapat pimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 13

Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. 3 (tiga) orang anggota.

Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih
melalui rapat Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia bersama Kepala Satuan Kerja berdasarkan musyawarah
mufakat.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kode Etik dibantu oleh suatu
Sekretariat Majelis.

Sekretariat Majelis Kode Etik Pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal
Imigrasi dan diketuai oleh Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal
Imigrasi.

Sekretariat Majelis Kode Etik Daerah berkedudukan di Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diketuai oleh
Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga
Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 15

Majelis Kode Etik Pusat bertugas:

a. memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai Imigrasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diduga melanggar Kode Etik
setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat
bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik; dan

b. memutus di tingkat banding atas keberatan Pegawai Imigrasi terhadap
putusan Majelis Kode Etik Daerah.

Majelis Kode Etik Daerah bertugas memeriksa dan mengambil keputusan
terhadap Pegawai Imigrasi di daerah yang diduga melanggar Kode Etik setelah
mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi-saksi dan alat bukti
lainnya dalam Sidang Majelis Kode Etik.
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Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 16

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan sekretariat Majelis Kode Etik Pusat
dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi;

(2) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan sekretariat Majelis Kode Etik
Daerah dibebankan pada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

BAB V
PEMERIKSAAN DAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK

Pasal 17

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari lingkungan Imigrasi
mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai Imigrasi diterima, ditampung
dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 18

(1) Anggota Majelis Kode Etik Pusat memeriksa setiap laporan dan/atau
pengaduan terhadap Pegawai Imigrasi di pusat yang diduga melanggar kode
etik.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang
Majelis Kode Etik Pusat dengan mempertimbangkan keterangan Pegawai
Imigrasi yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.

Pasal 19

(1) Majelis Kode Etik Pusat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah
mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diambil setelah
Pegawai Imigrasi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(4) Keputusan Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat final.

Pasal 20

(1) Anggota Majelis Kode Etik Daerah memeriksa setiap laporan dan/atau
pengaduan terhadap Pegawai Imigrasi di daerah yang diduga melanggar kode
etik.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang
Majelis Kode Etik Daerah dengan mempertimbangkan keterangan Pegawai
Imigrasi yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.
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Pasal 21

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik harus lebih tinggi dari Pegawai
Imigrasi yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Pasal 22

(1) Majelis Kode Etik Daerah mengambil keputusan berdasarkan musyawarah
mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diambil setelah
Pegawai Imigrasi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(4) Pegawai Imigrasi yang keberatan atas Keputusan Majelis Kode Etik Daerah
dapat mengajukan banding kepada Majelis Kode Etik Pusat.

(5) Pengajuan banding sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
Keputusan Majelis Kode Etik Daerah.

(6) Keputusan Majelis Kode Etik Pusat atas pengajuan banding Keputusan Majelis
Kode Etik Daerah bersifat final.

Pasal 23

Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat
dipengaruhi oleh pihak manapun.

Pasal 24

(1) Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan,
dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik.

(2) Sekretariat Majelis mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan,
argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.

(3) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 25

(1) Sidang Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota.

(2) Sidang Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 26

(1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode
Etik kepada:

a. Pegawai Imigrasi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
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c
d
e

(1P
(2) S

- 10 -

. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral
dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Imigrasi yang diduga melanggar
Kode Etik.

ejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
tas:

. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
. Direktur Jenderal Imigrasi; dan/atau

. Kepala Satuan Kerja.

BAB VI
SANKSI KODE ETIK

Pasal 27

egawai Imigrasi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi moral.
anksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi

tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang

d
d

(3 S

ilakukan oleh Pegawai Imigrasi disertai dengan usul penjatuhan hukuman
isiplin.

anksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara

tertutup atau secara terbuka.

(4) Dalam hal Pegawai Imigrasi dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud

d

alam ayat (2) harus disebutkan kode etik yang dilanggar oleh Pegawai

Imigrasi tersebut.

(D s

Pasal 28

elain dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pegawai

Imigrasi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai tindakan

a

dministratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

b

a.

b
c
d.
e

—h

erdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa:

teguran lisan;

. teguran tertulis;

. pernyataan tidak puas secara tertulis;

penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk waktu
paling lama 1 (satu) tahun

penundaan kenaikan pangkat untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

. penurunan pangkat pada pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah untuk
waktu paling lama 1 (satu) tahun;

. pembebasan jabatan;
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i. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil; atau
j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
REHABILITASI

Pasal 29

(1) Pegawai Imigrasi yang dilaporkan atau diadukan melanggar Kode Etik oleh
sidang Majelis Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran
dapat direhabilitas namanya.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 01 November 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 531
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1408, 2015 KEMENKUMHAM. Hukuman Disiplin. Sanksi
Administratif. Pegawai. Penjatuhan. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI
ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi
administratif bagi pegawai negeri sipil di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pembinaan pegawai negeri sipil untuk menegakkan
nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan
dalam upaya menciptakan pegawai yang profesional,
akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, sehingga
terwujud produktivitas dan kinerja pegawai yang
tinggi;

b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan  penjatuhan
hukuman disiplin dan sanksi administratif dilakukan
secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan
pedoman penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi
administratif bagi pegawai di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia,;
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c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan
Administratif bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman
Disiplin dan Sanksi Administratif bagi Pegawai di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-00OT.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
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Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
DAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan
Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau
melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

2. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai
Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, baik yang berada di pusat maupun di daerah.

4. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh
Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang
dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.

5. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh
Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang
dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan
pejabat yang berwenang menghukum.

6. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat
ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap
Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

7. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai
yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan selain peraturan mengenai disiplin Pegawai.
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8. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang
membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau
berat.

9. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan
mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan
Hukuman Disiplin ditetapkan.

10. Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah lembaga yang menangani
Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat
pelanggaran disiplin.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusia.

12. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki
kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai
yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

13. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai yang diperiksa.
Pasal 2

(1) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai
Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Hukuman Disiplin ringan;
b. Hukuman Disiplin sedang, dan
c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 3

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf a terdiri atas:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
Pasal 4

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
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Pasal 5

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf c terdiri atas:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 6

(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilakukan oleh Pejabat yang
Berwenang Menghukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

Presiden;

Menteri;

Pejabat Eselon I;
Pejabat Eselon II;
Pejabat Eselon III;
Pejabat Eselon IV; dan
Pejabat Eselon V.

@ ™o a0 T

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

a. pemanggilan Pegawai;

b. pemeriksaan Pegawai;

c. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;

d. penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;

e. Upaya Administratif;

f. pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan Penjatuhan
Hukuman Disiplin;

g. Sanksi Administratif; dan

h. pembatasan hak kepegawaian.
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BAB II
PEMANGGILAN PEGAWAI
Pasal 8

(1) Pemanggilan Pegawai dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas
Pelanggaran Disiplin.

(2) Pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Atasan Langsung.

(3) Dalam hal pemeriksaan Pegawai dilakukan oleh Tim Pemeriksa,
pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Tim Pemeriksa.

(4) Pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum
tanggal pemeriksaan dilaksanakan.

(5) Pemanggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
secara tertulis dalam bentuk surat panggilan Pegawai.

(6) Format surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
disampaikan kepada Pegawai di tempat kerjanya.

(2) Dalam hal Pegawai tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili
Pegawai.

(3) Dalam hal alamat domisili Pegawai berubah atau tidak diketemukan
atau Pegawai tidak diketahui lagi keberadaanya, surat panggilan
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya
sesuai dengan alamat domisili terakhir Pegawai.

Pasal 10

(1) Penyampaian surat panggilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 harus disertai dengan bukti tanda terima.

(2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat nama tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan
Pegawai.
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Pasal 11

Dalam hal Pegawai tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah
ditentukan  Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan
pemanggilan kedua.

Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 12

Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 Pegawai tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal
pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung menjatuhkan
Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada
tanpa dilakukan pemeriksaan.

Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.

Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan
Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara
berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan
hasil pemeriksaan.

Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan
Pegawai tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan
yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada
pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 13

Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 Pegawai tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan
Langsung melakukan pemanggilan ketiga.

Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. sakit yang sedang dalam masa perawatan;

b. Dberada di luar kota untuk kepentingan dinas;

c. cuti; dan
d

musibah.
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(3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
oleh Pegawai kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus
disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Pasal 14

(1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum
pemeriksaan dilakukan.

(2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pemanggilan terakhir.

(3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga Pegawai tidak hadir, Atasan
Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan
keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

(4) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.

(5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan
Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara
berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan
hasil pemeriksaan.

(7) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan
Pegawai tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan
yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada
pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

BAB III
PEMERIKSAAN PEGAWAI
Pasal 15

(1) Pemeriksaan Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin
dilakukan oleh Atasan Langsung setelah Pegawai yang bersangkutan
memenuhi surat panggilan Pegawai.

(2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan
membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran
Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai.

(3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.
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Pasal 16

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
mengindikasikan adanya:

a. Pelanggaran Disiplin tingkat ringan, Atasan Langsung memeriksa dan
menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang
dapat dipertanggungjawabkan; atau

b. Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat, Atasan Langsung
dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan
mengusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk
menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam hal diperlukan, untuk menjamin objektifitas penjatuhan
Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf b dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan jika hasil pemeriksaan Atasan Langsung
belum cukup kuat sebagai dasar untuk penjatuhan Hukuman
Disiplin.

(3) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Yang Berwenang
Menghukum secara berjenjang kepada Menteri melalui Inspektur
Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.

(4) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit memuat:

a. dasar pertimbangan pembentukan Tim Pemeriksa;

b. identitas Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin;
dan

c. nama anggota tim dari unsur Atasan Langsung dan kepegawaian.
Pasal 18

(1) Menteri atau Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 menetapkan keputusan pembentukan Tim Pemeriksa.

(2) Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa
diterima.

(3) Format Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 19

Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
dilakukan berdasarkan kriteria:

a. Pelanggaran Disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil,
sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan
Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian;

b. Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi
pegawai negeri sipil, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan
dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa
pemberhentian; dan

c. dugaan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat yang
dilakukan secara bersama-sama atau menjadi perhatian publik atau
mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 20
(1) Tim Pemeriksa berjumlah ganjil dan bersifat ad hoc, yang terdiri atas:
a. Atasan Langsung;
b. unsur pengawasan; dan
c. unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
tidak terkait atau tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang
didugakan kepada Pegawai yang diperiksa.

(3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diduga terkait atau terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama,
anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus
merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

(4) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berasal dari Inspektorat Jenderal.

(5) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berasal dari sekretariat jenderal dan seluruh pengemban fungsi dan
tugas kepegawaian.

(6) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ merupakan pejabat struktural/fungsional tertentu yang
ditunjuk berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi sesuai
dengan ruang lingkup dan jenis Pelanggaran Disiplin.
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Pasal 21
(1) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

(2) Pangkat dan/atau jabatan pegawai yang menjadi anggota Tim
Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih
rendah dari pangkat dan/atau jabatan Pegawai yang diperiksa.

Pasal 22

(1) Pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran
Disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh Pegawai
yang bersangkutan dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.

(2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan ditetapkan.

(3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana
ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan.

(4) Dalam hal diperlukan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
pemeriksaan berakhir.

(5) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diagjukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum jangka
waktu pemeriksaan berakhir.

(6) Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis oleh:

a. Atasan Langsung kepada atasan yang lebih tinggi secara
berjenjang; atau
b. Tim Pemeriksa kepada Menteri atau Inspektur Jenderal.

(7) Pengajuan Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis disertai
dengan alasan perpanjangan waktu pemeriksaan.

Pasal 23

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung,
Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta
keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.
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Pasal 24

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pegawai dapat dibebaskan
sementara dari tugas jabatannya.

BAB IV
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 25

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus
menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
b. laporan hasil pemeriksaan.
Pasal 26

(1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.

(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
ditandatangani oleh Pegawai yang diperiksa dan Atasan Langsung
atau Tim Pemeriksa.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum
menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk
mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.

(4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak mendapat koreksi, Pegawai yang bersangkutan harus
memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.

(5) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara
pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus
mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara
pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.

(6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

(1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
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(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan
data pendukung.

(3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit
terdiri atas:

a. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
b. fotokopi keputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
c. fotokopi keputusan jabatan terakhir.

(4) Laporan hasil pemeriksaan Pegawai yang diduga melakukan tindak
pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga
melampirkan:

a. fotokopi surat perintah penahanan; dan
b. fotokopi keputusan pemberhentian sementara.

(5) Laporan hasil pemeriksaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus
juga melampirkan:

a. fotokopi keputusan pemberhentian sementara;
b. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
c. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.

(6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENETAPAN KEPUTUSAN
Pasal 28

Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang
Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau
laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 29

(1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang
Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan
penjatuhan Hukuman Disiplin.

(2) Penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14
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(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara
pemeriksaan ditandatangani.

(3) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Sekretaris
Jenderal dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 30

(1) Dalam hal atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang sebagai
Pejabat yang Berwenang Menghukum maka Atasan Langsung atau
Tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang
kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil
pemeriksaan ditandatangani.

(2) Pejabat yang berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin
dan salinannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal serta
tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
laporan hasil pemeriksaan diterima.

(3) Format laporan kewenangan pejatuhan Hukuman  Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

(1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan Menteri
maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil
pemeriksaan secara hierarki kepada Menteri melalui Inspektur
Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil
pemeriksaan ditandatangani.

(2) Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan
melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan
hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari
kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

(3) Menteri menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam
waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(4) Format laporan kewenangan pejatuhan Hukuman  Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 32

Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin
kepada Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan
ditetapkan.

Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung
kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan
Hukuman Disiplin.

Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir
pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin
atau alamat domisili terakhir Pegawai berubah atau tidak
diketemukan atau Pegawai tidak diketahui lagi keberadaanya,
Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui
alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.

Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan
Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama tanggal dan
tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Dalam hal Pegawai atau orang lain yang menerima keputusan
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan
Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan
berita acara penyampaian.

BAB VI
UPAYA ADMINISTRATIF
Pasal 33

Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang
dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif.

Upaya Administratif terdiri atas:
a. Keberatan; dan
b. Banding Administratif.
Pasal 34

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang dapat
mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan atas penjatuhan
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a
kepada Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
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(2) Pengajuan Keberatan atas penjatuhan Hukuman  Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam
bentuk surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin.

(3) Surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan jika penjatuhan
Hukuman Disiplin tingkat sedang dilakukan oleh Menteri.

(4) Surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Hukuman
Disiplin diterima.

(5) Tembusan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada:

a. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
b. Pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
c. Inspektur Jenderal.

Pasal 35

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (5) huruf a harus membuat tanggapan atas Keberatan
penjatuhan Hukuman Disiplin.

(2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilengkapi dengan:

a. Dberita acara pemeriksaan terhadap Pegawai yang
bersangkutan;

b. laporan hasil pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan;dan

salinan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang
mencantumkan bukti tanda terima dari Pegawai yang
bersangkutan dan/atau berita acara penyampaian Keputusan
Penjatuhan Hukuman Disiplin.

(3) Tanggapan atas Keberatan penjatuhan Hukuman  Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan dan
diterima oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam
waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal
tembusan surat Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin
diterima.

(4) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib mengambil
keputusan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal surat
Keberatan diterima.
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(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa
menguatkan, meringankan, memberatkan atau membatalkan
Hukuman Disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan
mengikat.

(6) Salinan keputusan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris
Jenderal dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

(7) Dalam hal atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak
mengambil keputusan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 21
(dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat
Keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin batal demi
hukum.

Pasal 36

(1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai dapat
mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif atas
penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf b kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan tembusan
kepada Menteri.

(2) Pengajuan Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam
bentuk surat Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman
Disiplin.

(3) Surat Banding Administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan
hukuman Disiplin diterima.

(4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan
tanggapan dan/atau bukti Pelanggaran Disiplin dalam jangka waktu
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal
tembusan banding administratif diterima.

BAB VII
PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 37

Keputusan Hukuman Disiplin yang tidak dapat diajukan Upaya
Administratif berupa Keberatan mulai berlaku sejak tanggal Keputusan
Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
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Pasal 38

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dapat diajukan upaya
administratif, pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:

a. jika tidak terdapat Upaya Administratif keputusan Hukuman Disiplin
mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal
Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima; dan

b. jika terdapat Upaya Administratif berupa:

1. Keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai
berlaku terhitung sejak tanggal keputusan atas Keberatan
ditetapkan; atau

2. Banding Administratif maka Keputusan Penjatuhan Hukuman
Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan Banding
Administratif ditetapkan.

Pasal 39

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dilakukan oleh pejabat pengelola
kepegawaian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 40
(1) Menteri berwenang menjatuhkan Sanksi Administratif.
(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pemberhentian dengan hormat; atau
b. pemberhentian tidak dengan hormat.
Pasal 41

(1) Atasan Langsung menyampaikan usulan penjatuhan Sanksi
Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 secara hierarki
kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada
Inspektur Jenderal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani.

(2) Menteri menetapkan surat keputusan Sanksi Administratif dalam
waktu paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak
tanggal usulan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterima.

Pasal 42

Penjatuhan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
tidak dapat dilakukan Upaya Administratif.
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Pasal 43

Dalam hal Pegawai tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hak
kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN
Pasal 44

(1) Pegawai yang dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin dikenai
pembatasan hak kepegawaian berupa:

a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (1) berlaku sampai
dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum ditetapkan.

Pasal 45

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak dapat
diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi,
serta promosi jabatan dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun pembatasan
hak kepegawaiannya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun pembatasan hak
kepegawaiannya berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak
tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,
pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani Hukuman
Disiplin.

Pasal 46

(1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat dikenai
pembatasan hak kepegawaian berupa tidak dapat diusulkan atau
diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi
jabatan.

(2) Pembatasan hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun,
pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani
Hukuman Disiplin;
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b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 12 (dua
belas) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan
Hukuman Disiplin mulai berlaku;

c. pembebasan dari jabatan pembatasan hak kepegawaiannya
berlaku selama 15 (limabelas) bulan terhitung sejak tanggal
Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau

d. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai
Negeri Sipil pembatasan hak kepegawaiannya berlaku sejak
Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sampai dengan tanggal
Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku.

Pasal 47

Dalam hal seorang Pegawai yang diusulkan untuk dijatuhi Hukuman
Disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah, Atasan Langsung terlebih dahulu harus
memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi dari Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 48

(1) Dalam hal pemeriksaan terhadap Pegawai ternyata tidak ditemukan
alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat
dipertanggungjawabkan:

a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang
menyatakan Pegawai yang bersangkutan tidak bersalah; atau

b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Inspektur
Jenderal untuk membuat surat keterangan yang menyatakan
Pegawai yang bersangkutan tidak bersalah.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan
Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Pasal 49

Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pegawai dapat diusulkan untuk
mutasi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka
pembinaan.

Pasal 50

Calon pegawai negeri sipil yang dalam proses penjatuhan Hukuman
Disiplin tingkat sedang atau berat, calon pegawai negeri sipil yang
bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
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Pasal 51

Pegawai yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan
kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak
disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pegawai yang sedang mengajukan Upaya Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Banding Administratif, yang
bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pegawai harus memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai
yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Menteri
atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara
berjenjang.

Format permohonan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

Pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan
surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, Pegawai yang
bersangkutan mulai bulan berikutnya:

a. diberhentikan sementara; dan

b. diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus)
dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai
dengan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 53

Pegawai yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan mulai bulan
berikutnya:

a. diberhentikan sementara; dan

b. diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari
gaji pokok yang diterimanya terakhir.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai
dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang.
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Pasal 54

(1) Atasan Langsung menyampaikan usulan pengenaan pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53
secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani
dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menetapkan keputusan pemberhentian sementara dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan
diterima.

(3) Pejabat yang berwenang menyampaikan keputusan pemberhentian
sementara kepada Pegawai yang bersangkutan dengan tembusan
kepada Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 55

Dalam hal Pegawai yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak
terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau
putusan pengadilan, Pegawai yang bersangkutan harus segera diangkat
dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.

Pasal 56

Dalam hal Pegawai yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai
menjalani pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang
Menghukum  tidak  diberhentikan sebagai Pegawai, keputusan
pemberhentian sementara harus dicabut.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

Pelanggaran Disiplin yang telah diproses, dikeluarkan  berita acara
pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan tetapi belum diputus
oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri
Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 58

Pelanggaran Disiplin yang telah diproses tetapi belum dikeluarkan berita
acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai
dengan Peraturan Menteri ini.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.72-
PR.09.02 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Hukuman
Disiplin;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun
2013 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan
Penindakan Administratif Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 868); dan

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.515.KP.04.11 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan
Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penandatangganan Keputusan
Hukuman Disiplin.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 60
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI
ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. FORMAT SURAT PANGGILAN PEGAWAI
RAHASIA

SURAT PANGGILAN I II IIT *)
NOMOR: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Unit Kerja :

Untuk menghadap:
Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Pada:
Hari
Tanggal
Jam
Tempat

Untuk diperiksa/ diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan
pelanggaran disiplin **)
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2. Demikian untuk dilaksanakan

Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...

*) Coret yang tidak perlu.

25

2015, No.1408

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa ¥)

Nama ...

NIP

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil

yang dilakukan.
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B.

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

26

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA

NOMOR : ...

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr ... NIP. ...

jabatan ... .maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau

Nama
NIP
Pangkat

Jabatan

. unsur pengawasar

Nama
NIP
Pangkat

Jabatan

. unsur kepegawaian

Nama
NIP
Pangkat

Jabatan

. pejabat lain yang ditunjuk

Nama
NIP
Pangkat

Jabatan

berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
a. atasan langsung
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3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri/ Inspektur Jenderal*)

NAMA ...
NIP
Tembusan Yth:
1.
2 ..

*) Coret yang fidak perlu.
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C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN
RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOmMOr & oo

Pada hari ini .......... tanggal ....bulan....... tahun...... saya/ Tim Pemeriksa yang
terdiri dari*) :
1. Nama

NIP
Pangkat

Jabatan
2. Nama

NIP
Pangkat

Jabatan
3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah ............................
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
............................... Tanggal ..........cceeeeeeeeeeo.¥) telah melakukan pemeriksaan
terhadap :

Nama

NIP.
Pangkat/Gol.
Tmt

Jabatan

Tmt

Unit Kerja

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.
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1. Pertanyaan :

Jawaban

2. Pertanyaan :

Jawaban

3. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan
yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan
ini.

Yang Diperiksa

Nama Lengkap
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Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat
Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ....pada hari dan tanggal
tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA
1. KETUA TIM,

Nama Lengkap

2. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap

3. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu
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D. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ﬁﬁ INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. H.R. Said Kav. 4-5 Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon /Fax : 021 — 5252975

Nomor: Tanggal ...
Lampiran: Satu berkas

Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terkait

Yth.Inspektur Jenderal*)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
di-

Jakarta

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Tugas Inspektur
Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NOMOT: vt tanggal ........oooieiiiiiinn. *), saya/ kami Tim
Pemeriksa yang terdiri atas®):

| TR Selaku .

2. Selaku ..l

3. Dst

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya
...(kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan?¥))... pada tanggal
... s.d. ..., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

................................. (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai
atau kasus yang terjadi di satuan kerja)

............................ (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau
keterangan pihak-pihak terkait)...........cocoooiiiiiiiiii.
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III. DATA LAIN

............................ (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung
pemeriksaan terkait permasalahan pegawai yang akan dijatuhi hukuman
(6 FEST 10 1 o) P PPN

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung
pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:

............................ (Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan
ketentuan yang seharusnya).......c.cceeeveiiiiiiiiiiiiiiniinnnn,

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa:

VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/ Inspektur Jenderal*)
saya/kami*) menyarankan agar:
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Demikian laporan kami, untuk perkenan Bapak Inspektur Jenderal.

Atasan Langsung/Tim
Pemeriksa?*),

NAMA ...
NIP.

NAMA ...

NIP.
3. Dst.

*) Coret/ hapus yang tidak perlu
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E. FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PEJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor : Tempat, ...tanggal...
Sifat : Rahasia
Lampiran :

Hal

Kepada
Yth. ... ...%)
di...

Bersama ini denganhormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil
pemeriksaan pada hari... tanggal... bulan... tahun... .. ,saya/Tim Pemeriksa**)
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

UnitKerja

Berdasarkanhasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas merupakan
kewenangan ... ... *). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara
Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan.
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Demikian kami sampaikan dan atas perhatian ...*), kami mengucapkan
terima kasih.

Yang melaporkan (Atasan
langsung/Tim Pemeriksa*¥),

NAMA...
NIP

Tembusan,Yth:

1.

2.dan seterusnya;

*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

**) Coret yang tidak perlu.
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F. PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN
MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING
ADMINISTRATIF

Hal : Tempat, ...tanggal...

Lampiran :

Kepada

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Melalui Sekretaris Jenderal / .................

di -

Jakarta

1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan hukuman
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*),
saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian, tanggal ... (foto kopi terlampir).

2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian,
dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan
melaksanakan tugas di lingkungan ... **)

3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan alas perkenannya
diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA
NIP
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Tembusan Yth:
1. Kepala Biro/Bagian Keuangan ...
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian ...

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu.

**) isi dengan nama satuan kerja

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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RANGKUMAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri
atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang -
undangan yang berlaku.

Disiplin PNS adalah Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak
menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar peraturan disiplin PNS.

1. KEWA]JIBAN DAN LARANGAN PNS

!

)

KEWA]JIBAN PNS (pasal 3) LARANGAN PNS ( pasal 4)
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; Menyalahgunakan wewenang;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; Menjadi perantara untuk
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada mendapatkan keuntungan pribadi
Pancasila, Undang-Undang Dasar dan/atau  orang lain  dengan
Negara Republik Indonesia Tahun menggunakan kewenangan orang
1945, Negara Kesatuan Republik lain;
Indonesia, dan Pemerintah; Tanpa izin Pemerintah menjadi
4. Menaati segala ketentuan peraturan pegawai atau bekerja untuk negara
perundang-undangan; lain dan/atau lembaga atau organisasi
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang internasional;
dipercayakan kepada PNS dengan Bekerja pada perusahaan asing,
penuh pengabdian, kesadaran, dan konsultan asing, atau lembaga
tanggung jawab;. swadaya masyarakat asing;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara,
Pemerintah, dan martabat PNS;




KEWAJIBAN PNS ( pasal 3)

LARANGAN PNS ( pasal 4)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Mengutamakan kepentingan negara
daripada kepentingan sendiri,

seseorang, dan/atau golongan;
memegang rahasia jabatan
menurut sifatnya atau

perintah harus dirahasiakan;
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat,
dan bersemangat untuk kepentingan
negara;

Melaporkan dengan segera kepada
atasannya apabila mengetahui ada hal
yang dapat membahayakan atau
merugikan negara atau Pemerintah
terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil;

Masuk kerja dan menaati ketentuan
jam kerja;

Mencapai sasaran kerja pegawai yang
ditetapkan;

Menggunakan dan memelihara
barang-barang milik negara dengan
sebaik-baiknya;

yang
menurut

Memberikan pelayanan sebaik-
baiknya kepada masyarakat;
Membimbing bawahan dalam
melaksanakan tugas;

Memberikan kesempatan kepada
bawahan untuk mengembangkan
karier; dan

Menaati peraturan kedinasan yang
ditetapkan  oleh  pejabat  yang
berwenang

10.

11.

12.

Memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik
negara secara tidak sah;

Melakukan kegiatan bersama dengan
atasan, teman sejawat, bawahan, atau
orang lain di dalam maupun di luar
lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan,
atau pihak lain, yang secara langsung

atau tidak langsung merugikan
negara;
Memberi atau menyanggupi akan

memberi sesuatu kepada siapapun
baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun
untuk diangkat dalam jabatan;
Menerima  hadiah  atau  suatu
pemberian apa saja dari siapapun
juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaannya;
Bertindak sewenang - wenang
terhadap bawahannya;

Melakukan suatu tindakan atau tidak
melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah
satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang
dilayani;
Menghalangi
kedinasan;
Memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD,
atau DPRD dengan cara:
a. ikut serta sebagai
kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan
menggunakan atribut partai atau
atribut PNS;

C. sebagai peserta kampanye dengan
mengerahkan PNS lain; dan/atau

d. sebagai peserta kampanye dengan
menggunakan fasilitas negara;

berjalannya  tugas

pelaksana




KEWAJIBAN PNS ( pasal 3)

LARANGAN PNS ( pasal 4)

13. Memberikan dukungan kepada calon

Presiden/Wakil Presiden dgn cara:

a. membuat Kkeputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon
selama masa kampanye; dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang
mengarah  kepada  keberpihakan
terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan
unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat;

14. Memberikan dukungan kepada calon

anggota Dewan Perwakilan Daerah
atau calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai
foto kopi KTP atau Surat Keterangan
Tanda Penduduk sesuai peraturan
perundang undangan; dan

15. Memberikan dukungan kepada calon

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye
untuk

b. mendukung  calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;

¢. menggunakan fasilitas yang terkait
dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye;

d. membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon
selama masa kampanye; dan/atau

e. mengadakan kegiatan yang
mengarah  kepada  keberpihakan
terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan
unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat.




II. TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN ( Pasal 7)

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan

secara tertulis.

TINGKAT SEDANG
Ayat (3)

c. pernyataan tidak puas

a.

penundaan kenaikan
gaji berkala selama 1
(satu) tahun;
penundaan kenaikan
pangkat selama 1
(satu) tahun; dan
penurunan pangkat
setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun.

a.

penurunan  pangkat
setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;
pemindahan dalam
rangka penurunan
jabatan setingkat lebih
rendah;
pembebasan
jabatan;

dari

d. pemberhentian
dengan hormat tidak

atas permintaan
sendiri sebagai PNS;
dan

e. pemberhentian tidak
dengan hormat
sebagai PNS.

III. PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN
A. PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN (Pasal 8)
PELANGGARAN JENIS HUKUMAN

Pasal 3 angka 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 13
dan 17 apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 3 angka 1 dan 2, apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasan
yang sah;

Pasal 3 angka 3, 4, 5,6,7, 8,9, 10, 13,
dan 17, apabila  pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;

Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian
sasaran kerja pada akhir tahun hanya
mencapai 25% s/d 50 %;

Pasal 3 angka 14 sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-
undangan; dan

a. penundaan kenaikan berkala
selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1
(satu) tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 1 (satu) tahun.

gaji




PELANGGARAN

JENIS HUKUMAN

Pasal 3 angka 15 dan 16, apabila
pelanggaran dilakukan dengan
sengaja.

Pasal 3 angka 3, 4, 5,6,7, 8,9, 10, 13,
dan 17, apabila  pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah
dan/atau negara;

Pasal 3 angka 12 apabila pencapaian
sasaran kerja pada akhir tahun hanya
mencapai kurang dari 25%; dan

Pasal 3 angka 14 sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

Hukuman Disiplin Tingkat Berat

a.

b.

penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) tahun;
pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah;
pembebasan dari jabatan;
pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS;
dan

pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS.

B. PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN (Pasal 11)

PELANGGARAN

JENIS HUKUMAN

Pasal 4 angka 5, 6, dan 11, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada
unit kerja;

Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran
dilakukan dengan tidak sengaja; dan
Pasal 4 angka 10, sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 4 angka 5, 6, dan 11, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;

Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran
dilakukan dengan sengaja;

Pasal 4 angka 10, sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-
undangan;

Pasal 4 angka 12 huruf a, b, dan c;
Pasal 4 angka 13 huruf b;

Pasal 4 angka 14; dan

Pasal 4 angka 15 huruf a dan d.

penundaan kenaikan berkala
selama 1 (satu) tahun;

penundaan kenaikan pangkat selama 1
(satu) tahun; dan

penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 1 (satu) tahun.

gaji




PELANGGARAN

JENIS HUKUMAN

Pasal 4 angka 1, 2, 3, dan 4;

Pasal 4 angka 5, 6, dan 11, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;

Pasal 4 angka 7, dan 8;

Pasal 4 angka 10, sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-
undangan;

Pasal 4 angka 12 hurufd
Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
Pasal 4 angka 15 huruf b dan c.

Hukuman Disiplin Tingkat Berat

a.

b.

penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) tahun;
pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah;
pembebasan dari jabatan;
pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS;
dan

pemberhentian tidak dengan hormat

sebagai PNS.

C. PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI
KETENTUAN JAM KERJA

PELANGGARAN

JENIS HUKUMAN

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 5 (lima) hari kerja;

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 6 (enam) sampai dengan
10 (sepuluh) hari kerja; dan

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 11 (sebelas) sampai
dengan 15 (lima belas) hari kerja.

Teguran lisan

b. Teguran tertulis

Pernyataan tidak puas secara tertulis

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 16 (enam belas) sampai
dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
Tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 21 (dua puluh satu)
sampai dengan 25 (dua puluh lima)
hari kerja; dan

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 26 (dua puluh enam)
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari
kerja.

Penundaan kenaikan gaji berkala
selama 1 (satu) tahun

Penundaan kenaikan pangkat selama 1
(satu) tahun

Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 1 (satu) tahun




PELANGGARAN

JENIS HUKUMAN

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 31 (tiga puluh satu)
sampai dengan 35 (tiga puluh lima)
hari kerja;

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 36 (tiga puluh enam)
sampai dengan 40 (empat puluh) hari
kerja;

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 41 (empat puluh satu)
sampai dengan 45 (empat puluh lima)
hari kerja; dan

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 46 (empat puluh enam)
hari kerja atau lebih.

. Penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 3 (tiga) tahun

. Pemindahan dalam rangka penurunan

jabatan setingkat lebih rendah

. Pembebasan dari jabatan
. Pemberhentian dengan hormat tidak

atas permintaan sendiri ataupun
Pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS.

PEJABAT YG
BERWENANG
MENGHUKUM

JENIS HUKUMAN

TERHADAP PNS

1. PEJABAT

PEMBINA
KEPEGAWAIAN

PUSAT huruf a;

huruf a, d, dan e;

A. Yang Menduduki jabatan:

1. Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) | 1. Struktur Eselon

2. Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) | 2. Struktur Eselon II dan

Fungsional tertentu jenjang
Utama

3. Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) | 3. Fungsional Umum golongan

ruang IV/d dan IV/e




PEJABAT YG
BERWENANG
MENGHUKUM

JENIS HUKUMAN

TERHADAP PNS

. Pasal 7 ayat (3) dan (4);

. Pasal 7 ayat (3) dan (4)

huruf a, d, dan e;

. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan

ayat (4); dan

. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan

ayat (4) huruf a, d, dan e.

Pasal 7 ayat (2);

Pasal 7 ayat (2) dan ayat
(4) huruf b dan c;

Pasal 7 ayat (4) huruf b
danc

Pasal 7 ayat (2), (3), dan
(4) huruf a;

Pasal 7 ayat (2), (3), dan
(4) huruf a, b, dan c;

Pasal 7 ayat (3), dan (4)
huruf a, b, dan c;

4,

Struktur Eselon II dan
fungsional tertentu jenjang
Madya dan Penyelia

. Fungsional Umum golongan

ruang IV/as/d1V/c

. Struktural Eselon III ke

bawah dan Fungsional
tertentu jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah

. Fungsional Umum golongan

ruang II1/d ke bawah

B. Yang dipekerjakan di
lingkungannya :

1.

C.

Struktural Eselon [ dan
Fungsional Umum golongan
ruang IV/d dan IV/e

. Fungsional tertentu jenjang

Utama

. Struktural Eselon II ke

bawah dan Fungsional
tertentu jenjang Madya dan
Penyelia ke bawah

Yang diperbantukan di

lingkungannya :

1.

Struktural Eselon [ dan
Fungsional Umum
golongan ruang IV/d dan
IV/e

Fungsional tertentu jenjang
Utama

Struktur Eselon II dan

Fungsional tertentu jenjang
Madya

10




PEJABAT YG
BERWENANG
MENGHUKUM

JENIS HUKUMAN

TERHADAP PNS

Pasal 7 ayat (3) dan ayat
(4) huruf a;

Pasal 7 ayat (3) hurufc
dan ayat (4) huruf a, b, dan
c; dan

Pasal 7 ayat (3) huruf c
dan ayat (4) hurufa

Pasal 7 ayat (3) dan (4)
huruf a;

Pasal 7 ayat (3) dan (4)
huruf a, d, dan e;

Pasal 7 ayat (2), (3) dan
(4) huruf a,d, dan e;

Fungsional Umum golongan
ruang [V/as/dIV/c

Struktur Eselon III ke
bawah dan Fungsional
tertentu jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah

Fungsional umum golongan
ruang I1I/d ke bawah

D. Yang dipekerjakan ke luar
instansi induknya yang
menduduki jabatan

1.

Struktur Eselon I

Struktur Eselon II ke
bawah, fungsional tertentu
jenjang Utama ke bawah,
Fungsional umum golongan
ruang IV/e ke bawah, dan
PNS yang diperkerjakan
pada Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.

PNS yang dipekerjakan
pada Negara lain atau
badan internasional, atau
tugas di luar negeri.

11




PEJABAT YG
BERWENANG
MENGHUKUM

JENIS HUKUMAN

TERHADAP PNS

1. Pasal 7 ayat (4) hurufd
dan e;

2. Pasal 7 ayat (3) dan (4)
huruf a, d, dan e; dan

3. Pasal & ayat (3) dan (4)
huruf a, d, dan e.

E. Yang diperbantukan
ke luar instansi induknya
yang menduduki jabatan :

1. Struktur Eselon II ke
bawah, Fungsional tertentu
jenjang Utama ke bawah, dan
Fungsional umum golongan
ruang IV/e ke bawah.

2. PNS yang diperbantukan
pada Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri

3. PNS yang diperbantukan
pada Negara lain atau badan
internasional, atau tugas luar
negeri.

2. PEJABAT
ESELON I

=

Pasal 7 ayat (2); dan

N

. Pasal 7 ayat (3) huruf
a danb

1. Pasal 7 ayat (2);

A. Yang Menduduki jabatan:

1. Struktur Eselon II dan
Fungsional tertentu jenjang
Madya, dan Fungsional
Umum golongan ruang IV/a
s/d1V/c

2. Struktur Eselon III,
Fungsional tertentu jenjang
Muda dan Penyelia, dan
Fungsional Umum golongan
ruang IlI/b s/d IlI/d

B. Yang dipekerjakan /
diperbantukan di
lingkungannya yang
menduduki jabatan :

1. Struktur Eselon I,
Fungsional tertentu jenjang
Madya, dan Fungsional
Umum golongan ruang IV /a
s/d1V/c
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PEJABAT YG
BERWENANG
MENGHUKUM

JENIS HUKUMAN

TERHADAP PNS

1. Pasal 7 ayat (3) huruf
a danb

C. Yang diperbantukan di
lingkungannya yang
menduduki jabatan :

1.

Struktur Eselon I1],
Fungsional tertentu jenjang
Muda dan Penyelia, dan
Fungsional Umum golongan
ruang I1I/b s/d 111/d

3. PEJABAT
ESELON II

1. Pasal 7 ayat (2); dan

2. Pasal 7 ayat (3) huruf
adanb

1. Pasal 7 ayat (2)

1. Pasal 7 ayat (3) huruf
adanb

A. Yang Menduduki jabatan:

1.

Struktur Eselon I1I,
Fungsional tertentu jenjang
Muda dan Penyelia, dan
Fungsional Umum golongan
ruang III/c dan I11/d

Struktural Eselon IV,
Fungsional tertentu jenjang
Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan Fungsional
umum gol. ruang II/c - I1I/b

B. Yang dipekerjakan /
diperbantukan di
lingkungannya yang
menduduki jabatan:

1.

Struktur Eselon II],
Fungsional tertentu jenjang
Muda dan Penyelia, dan
Fungsional Umum golongan
ruang I1I/c dan Il1/d

C. Yang diperbantukan di
lingkungannya yang
menduduki jabatan :

1. Struktural Eselon IV,

Fungsional tertentu jenjang
Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan Fungsional
umum golongan ruang II/c
s/d 111/b
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PEJABAT YG

BERWENANG JENIS HUKUMAN TERHADAP PNS
MENGHUKUM

4. PEJABAT A. Yang Menduduki jabatan:
ESELON II

yang atasan 1. Pasal 7 ayat (3) hurufa,b, 1. Struktural Eselon IV ke

langsungnya : dan c bawah, Fungsional tertentu

a. Pejabat Pembina
Kepegawaian; dan

b. Pejabat Struktural
Eselon I yang bukan
Pejabat Pembina
Kepegawaian

jenjang Pertama dan
Pelaksana Lanjutan, dan
Fungsional umum golongan
ruang II1/d ke bawah

5. PEJABAT
ESELON III

1. Pasal 7 ayat (2); dan

2. Pasal 7 ayat (3) huruf a
danb

1. Pasal 7 ayat (2)

A. Yang Menduduki jabatan:

1. Struktural Eselon IV,
Fungsional tertentu jenjang
Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan Fungsional
umum golongan ruang II/c
s/d1ll/b

2. Struktur Eselon V,
Fungsional tertentu jenjang
Pelaksana dan Pelaksana
Pemula, dan Fungsional

umum golongan ruang Il/a
dan II/b

B. Yang dipekerjakan /
diperbantukan di
lingkungannya :

1. Struktural Eselon 1V,
Fungsional tertentu jenjang
Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan Fungsional
umum golongan ruang I1/c
s/d1ll/b
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PEJABAT YG
BERWENANG
MENGHUKUM

JENIS HUKUMAN

TERHADAP PNS

1. Pasal 7 ayat (3) huruf a

danb

C. Yang diperbantukan di
lingkungannya :

1. Struktur EselonV,
Fungsional tertentu jenjang
Pelaksana dan Pelaksana
Pemula, dan Fungsional
umum golongan ruang II/a
dan II/b

6. PEJABAT
ESELON IV

1.

Pasal 7 ayat (2); dan

Pasal 7 ayat (3) huruf
adanb

Pasal 7 ayat (2)

Pasal 7 ayat (3) huruf a
danb

A. Yang Menduduki jabatan:

1. Struktur Eselon V,
Fungsional tertentu jenjang
Pelaksana dan Pelaksana
Pemula, dan Fungsional
umum golongan ruang Il/a
dan II/b

2. Fungsional umum golongan
ruang I/a sampai dengan I/d

B. Yang dipekerjakan /
diperbantukan di
lingkungannya :

1. Struktur Eselon V,
Fungsional tertentu jenjang
Pelaksana dan Pelaksana
Pemula, dan Fungsional

umum golongan ruang Il/a
dan II/b

C. Yang diperbantukan di
lingkungannya :

1. Fungsional umum golongan
ruang I/a sampai dengan I/d
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PROSES HUKUMAN DISIPLIN

A. PEMANGGILAN
Pasal 23
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh
atasan langsung
Pemanggilan dilakukan paling lambat_7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
pemeriksaan.
Apabila PNS yang diduga melakukan ‘pelanggaran disiplin tidak memenubhi
panggilan pertama untuk diperiksa tanpa alasan yang jelas maka dibuat panggilan
kedua dalam bentuk tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang
seharusnya yang bersangkutaMpe iksa pada pemanggilan pertama.
Apabila PNS tersebut tidak juga me hi panggilan kedua, maka pejabat yang
berwenang menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan
bahan-bahan /keterangan yang tersedia tanpa dilakukan pemeriksaan.

B. PEMERIKSAAN
Pasal 24
Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa
terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan
kewenangan:
a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut
wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib
melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tergolong jenis
hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat dapat dibentuk Tim
Pemeriksa.

Tim Pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur
kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
Tim Pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain

yang ditunjuk.
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Pasal 27

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat
dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang
bersangkutan diperiksa.

Pembebasan sementara dari tugas jabatan berlaku sampai dengan ditetapkannya
keputusan hukuman disiplin.

PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila atasan langsung tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya
dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28

Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan
PNS yang diperiksa.

Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara
pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar
untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan.

B. PENJATUHAN HUKUMAN
Pasal 29
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum
menjatuhkan hukuman disiplin.
Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 30

PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa
pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman
disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran
disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih
berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu
pelanggaran disiplin.

Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan
dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi
atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada
pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara
pemeriksaan.
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C. PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 31

1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang
berwenang menghukum.

2) Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang
menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan
serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat
penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang
bersangkutan.

VI.  UPAYA ADMINISTRATIF (Pasal 32)

Upaya administrasi terdiri dari keberatan dan banding administratif

1) Hukuman Disiplin Yang Dapat Diajukan Keberatan Adiministratif (Pasal 33) :
Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat struktural eselon I selain
Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang setara ke bawah, berupa penundaan
kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1
(satu) tahun.

2) Hukuman Disiplin Yang Dapat Diajukan Banding Administratif (Pasal 34) :
Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
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KEBERATAN
Terhadap  Keputusan
hukuman disiplin
berupa penundaan

kenaikan gaji berkala
selama 1 (satu) tahun
dan penundaan
pangkat
selama 1 (satu) tahun
yang dijatuhkan oleh
pejabat struktural
eselon I selain Pejabat

kenaikan

Pembina Kepegawaian
dan pejabat yang setara
ke bawah :

diajukan dalam
jangka waktu 14
(empat belas) hari
terhitung mulai
tanggal  menerima
keputusan hukuman
disiplin

diajukan secara
tertulis dengan
memuat alasan
keberatan

~

A. PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

m ASAN PEJABAT YANG BERWENAh

MENGHUKUM

Diajukan kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum.

wajib mengambil keputusan atas keberatan
yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan
dalam jangka waktu 21 hari kerja terhitung
mulai tanggal yang bersangkutan menerima
surat keberatan.

Apabila dalam waktu lebih dari 21 hari kerja
tidak mengambil keputusan atas keberatan,
maka keputusan pejabat yang berwenang

\menghukum batal demi hukum /

EJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

P

J

<

ditembuskan kepada pejabat yang berwenang

menghukum.

wajib menyampaikannya kepada atasan

pejabat yang berwenang menghukum secara

hirarkhi dalam jangka waktu 6 hari kerja

terhitung mulai tanggal ia menerima surat

tembusan, disertai dengan :

- surat tanggapan secara tertulis atas
keberatan tersebut

- Berita Acara Pemeriksaan; dan

- Surat Keputusan Hukuman Disiplin
\ keberatan. /

Pejabat yang berwenang menghukum apabila dalam jangka waktu 6 hari tidak
memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang

menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
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/ BANDING \

Terhadap keputusan
hukuman disiplin
berupa
pemberhentian
dengan hormat tidak
atas permintaan
sendiri dan atau
pemberhentian tidak

dengan hormat
sebagai PNS yang
dijatuhkan oleh
Pejabat Pembina
Kepegawaian :
dibuat secara
tertulis,
didalamnya
memuat  alasan-
alasan dari
keberatannya

secara lengkap.
sudah diajukan
dalam jangka
waktu 14  hari
terhitung  mulai
tanggal menerima
keputusan

/PE]ABAT YANG

- /

B. PROSEDUR PENGAJUAN BANDING

BERWENANG
MENGHUKUM

Wajib menerima surat
banding administratif atas

penjatuhan hukuman
disiplin, dan
menyampaikannya kepada
Badan Pertimbangan

Kepegawaian secara hirarki
dalam jangka waktu 3 hari
kerja  terhitung  mulai
tanggal ia menerima surat
banding tersebut, disertai
dengan :

- Surat tanggapan secara
tertulis atas keberatan

tersebut;

- Berita Acara
Pemeriksaan;

- Surat Keputusan

Hukuman Disiplin.
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VIIL.

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

PASAL

JENIS HUKUMAN DISIPLIN

MASA BERLAKU

Pasal 43

A. Hukuman Disiplin yang
dijatuhkan oleh :

1) Presiden
2) Pejabat Pembina Kepegawaian,
berupa:
Tegoran Lisan
Tegoran Tertulis
Pernyataan tidak puas secara
tertulis
Penundaan Kenaikan Gaji
Berkala selama 1 (satu) tahun
Penurunan Gaji
Penundaan Kenaikan Pangkat
selama 1 (satu) tahun
Penurunan Pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
tahun
» Penurunan Pangkat
setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun
» Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat
lebih rendah
» Pembebasan dari jabatan
3) Pejabat yang berwenang
menghukum, berupa : teguran lisan,
tegoran tertulis dan pernyataan
tidak puas secara tertulis.

YV VV V VVYVY

BERLAKU
SEJAK
TANGGAL
KEPUTUSAN
DITETAPKAN

Pasal 44

B. Hukuman Disiplin yang
dijatuhkan oleh pejabat
selain sebagaimana yang
dimaksud pada poin A di
atas, apabila:

1. tidak diajukan keberatan.

2.diajukan keberatan

1. berlaku pada hari ke 15
(lima belas) setelah
keputusan tersebut diterima.

2. berlaku pada tanggal
ditetapkannya keputusan
atas keberatan tersebut.
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JENIS HUKUMAN DISIPLIN

MASA BERLAKU

C. Hukuman Disiplin yang

dijatuhkan oleh Pejabat
Pembina
Kepegawaian/Gubernur
berupa : Pemberhentian
dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai
PNS dan Pemberhentian

Pasal 45 tidak dengan hormat
sebagai PNS, apabila: 1. berlaku pada hari ke 15

(lima belas) setelah

1. tidak diajukan banding keputusan tersebut diterima.

administratif
2. berlaku pada tanggal
ditetapkannya keputusan

2. diajukan banding administrative banding administratif
tersebut.

VII. PENDOKUMENTASIAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN (Pasal 47)

-

o

a. Keputusan hukuman disiplin wajib
didokumentasikan oleh pejabat pengelola
kepegawaian di instansi yang bersangkutan.

b. Dokumen keputusan hukuman disiplin tersebut di
atas digunakan sebagai salah satu bahan penilaian

dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

T

/
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A.

RANGKUMAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN

Pasal 247

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Pasal 248

1)

2)

PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :

a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS

b. mempunyai prestasi kerja yang baik;

c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan

d. tersedia lowongan Jabatan.

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila
tersedia lowongan Jabatan

Pasal 249

iy

2)
3)

4)

PNS yang tidak diberhentikan, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara
maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai
diaktifkan kembali sebagai PNS.

PNS diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

PNS yang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan)
tahun, diberhentikan dengan hormat.

Ny
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Pasal 250
PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
Jabatan dan/ atau pidana umum;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan
dengan berencana.

Pasal 251

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS.

Pasal 252

Pemberhentian karena melakukan tindak pidana ditetapkan terhitung mulai akhir
bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap.

Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 266

1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan
tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF
ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli
utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau
tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja
setelah usul pemberhentian diterima.
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B. PEMBERHENTIAN KARENA PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 253

1) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat

2) Pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Tata Cara Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 267

1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
diusulkan oleh:

a. PPKkepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF
ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF
ahli utama.

2)  Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

C. PEMBERHENTIAN KARENA MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN
MEN]JADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, KETUA, WAKIL KETUA, DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, KETUA, WAKIL KETUA, DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, ATAU BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL
WALIKOTA

Pasal 254

1)  PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon
Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan
Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh
lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

2) Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali.

3) PNSyang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

4)  PNSyang melanggar kewajiban diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

5) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS berlaku terhitung mulai akhir bulan
sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil
Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua,
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Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil
Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga
yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Tata Cara Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi
Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pasal 268

1)  Permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi
Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota diajukan secara
tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada PPK melalui
PyB secara hierarki setelah ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas
melaksanakan pemilihan umum.

2) Permohonan berhenti disampaikan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF
ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF
ahli utama.

3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai
PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah usul pemberhentian diterima.

D. PEMBERHENTIAN KARENA MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS
PARTAI POLITIK

Pasal 255

1)  PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

2) PNSyang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan
diri secara tertulis.

3) PNSyang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung
mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.

4)  PNSyang melanggar larangan menjadi anggota/pengurus partai politik
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

5) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
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Tata Cara Pemberhentian
Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Pasal 269

1) Permohonan berhenti sebagai PNS karena menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik diajukan secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara hierarki.

2) Permohonan berhenti disampaikan oleh:

a. PPKkepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF
ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF
ahli utama.

3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai
PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4)  Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 270

1) Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang tidak mengundurkan diri
setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF
ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF
ahli utama.

2)  Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja
setelah PNS yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik.

E. PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK MENJABAT LAGI SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Pasal 256

1)  PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah
Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua,
wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala
perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.
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2) Selama menunggu tersedianya lowongan Jabatan sesuai dengan kompetensi dan
kualifikasi PNS diaktifkan kembali sebagai PNS dan diberikan penghasilan sebesar
50% (lima puluh persen) dari penghasilan Jabatan terakhir sebagai PNS sebelum
diangkat sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak 2
(dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

Tata Cara Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabat Negara

Pasal 271

1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat
negara dan tidak tersedia lowongan Jabatan diusulkan oleh:

a. PPKkepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan
JF ahli utama; atau

b. b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF
ahli utama.

2)  Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai
PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah usul pemberhentian diterima.

F. PEMBERHENTIAN KARENA HAL LAIN

Pasal 257

1) PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib
melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya.

2) Batas waktu melaporkan diri secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah
selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

3) PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis, diberhentikan dengan hormat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4)  PNSyang melaporkan diri, tetapi tidak dapat diangkat dalam Jabatan pada instansi
induknya, disalurkan pada instansi lain.

5) PNS diaktifkan kembali sebagai PNS sesuai Jabatan yang tersedia.

6) Penyaluran pada instansi lain dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan
Kepala BKN.

7) PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

8) PNS yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 258
PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 259

1)

2)

PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK, PNS yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Pemberhentian karena Hal Lain

Pasal 272

1)

2)

3)

Pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang tidak melaporkan diri kembali
kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan
negara diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang pada saat mengajukan cuti di luar
tanggungan negara menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama;
atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang pada saat mengajukan cuti di luar
tanggungan negara menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai
PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 273

1)

2)

3)

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri PNS yang
menggunakan ijazah palsu diusulkan oleh:
a. PPKkepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan
JF ahli utama; atau
b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF
ahli utama.
Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah usul pemberhentian diterima.
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Pasal 274

1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang tidak
melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar dalam waktu yang ditentukan
diusulkan oleh:

a. PPKkepada Presiden bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar
menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar
menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

2)  Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah usul pemberhentian diterima.

G. PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

Pasal 275

1) Presiden atau PPK menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 261 sampai dengan Pasal 274 kepada PNS yang
diberhentikan.

2) Tembusan keputusan pemberhentian disampaikan kepada Kepala BKN untuk
dimasukkan dalam sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun.

H. PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 276

PNS diberhentikan sementara, apabila:
a. diangkat menjadi pejabat negara;
b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pasal 277
1)  PNSyang diangkat menjadi:

a. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
menteri dan jabatan setingkat menteri; dan
kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, diberhentikan sementara
sebagai PNS.
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2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari JF Diplomat
dikecualikan dari ketentuan.

3) PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural
diberhentikan sementara sebagai PNS.

4) PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara
sebagai PNS.

Tata Cara Pemberhentian Sementara

Pasal 284

1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya,
dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain
JF ahli utama.

2)  Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS
dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3) Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima.

I. PENGAKTIFKAN KEMBALI
Pasal 285
1)  Dalam hal PNS yang menjadi:

a. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan
tindak pidananya;

b. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut
Jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya; atau

c.  terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak
bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka yang bersangkutan
diaktifkan kembali sebagai PNS.

2) PNS diaktifkan kembali sebagai PNS pada Jabatan apabila tersedia lowongan

Jabatan.

3) PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam Jabatan.

4)  PNS yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS, pembayaran penghasilannya
diberikan sebagai berikut:

a.  bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah, kekurangan bagian penghasilan
yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara
dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian
sementara yang sudah diterima; dan
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b.  bagi PNS yang dijatuhi pidana percobaan, kekurangan bagian penghasilan
yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara
tidak dibayarkan.

Tata Cara Pengaktifkan Kembali

Pasal 286

1)

PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga
nonstruktural, atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengajukan pengaktifan kembali
sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai pejabat negara, komisioner,
atau anggota lembaga nonstruktural, atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah
oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS dengan mendapat
hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Keputusan pengaktifan kembali ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari
kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.

Pasal 287

1)  PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali
sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak selesai menjalankan pidana penjara.

2) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam
jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, PyB dapat memanggil PNS yang
bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali.

3) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Keputusan pengaktifan kembali ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari
kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.

J]. KEWENANGAN PEMBERHENTIAN

Pasal 288

Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di
lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.

Pasal 289
Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang
menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

a. menteri di kementerian termasuk Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia termasuk Sekretaris Mahkamah Agung;
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b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian termasuk Kepala
Badan Intelijen Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden;

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga
nonstruktural;

d. gubernur di provinsi; dan

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Pasal 290
PPK Pusat menetapkan pemberhentian terhadap:
a. calon PNS yang tidak memenubhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di
lingkungannya; dan
b. PNS yang menduduki:
1. ]JPT pratama;
2.]A;
3.JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Pasal 291
PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:
a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di
lingkungannya; dan
b. PNS yang menduduki:
1. ]JPT pratama;
2.]A;
3.JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Pasal 292
PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:
a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di
lingkungannya; dan
b. PNS yang menduduki:
1. ]JPT pratama;
2.]A;
3.JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.
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K. KEWENANGAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PENGAKTIFKAN KEMBALI

Pasal 293

1)  Presiden menetapkan pemberhentian sementara PNS di lingkungan Instansi Pusat
dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya,
dan JF ahli utama.

2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian sementara PNS
kepada PPK, selain PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan
Instansi Daerah yang menduduki:

a.JPT Pratama;

b. JA;

c. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
d. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Pasal 294
Presiden atau PPK menetapkan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara
di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah.
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RANGKUMAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami
isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan keputusan keadilan.
Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan
dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh
hukum yang berlaku.

Pasal 2 (PP 10 Thn. 1983)

PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pejabat selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan berlangsung, demikian
juga bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Tata Cara Perceraian

Pasal 3 (PP 45 Thn. 1990)

1)  Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau
surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi
pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin
atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis;

3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian
untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap
yang mendasarinya.

Pasal 4 (PP 45 Thn. 1990)

1)  Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh
izin lebih dahulu dari Pejabat.

2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri
kedua/ketiga/keempat.

3) Permintaan izin diajukan secara tertulis.

4) Dalam surat permintaan izin, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang
mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

35



Pasal 5 (PP 45 Thn. 1990)
Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam

lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari

seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui

saluran hierarki dalam jangka waktu selambat lambatnya tiga bulan terhitung mulai
tanggal ia menerimapermintaan izin dimaksud.

Pasal 6 (PP 10 Thn. 1983)

1)

2)

3)

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib
memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat
permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.

Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin
tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan
dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu
atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang
meyakinkan.

Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan
kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara
langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7 (PP 10 Thn. 1983)

1)

2)

3)

[zin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-
alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
[zin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak
diberikan oleh Pejabat.
[zin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan;

b. tidak ada alasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan,

c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8 (PP 45 Thn. 1990)

1)
2)

3)

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib
menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
Pembagian gaji ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan,
sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib
diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah
dari gajinya.
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4)

5)

Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian
disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri
menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri
telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka
haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia
kawin lagi.

Pasal 9 (PP 10 Thn. 1983)

1)

2)

3)

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib
memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat
permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.

Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin
tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan
dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu
atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang
meyakinkan.

Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan
kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara
langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 10 (PP 10 Thn. 1983)

1)

2)

3)

[zin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila
memenuhi sekurangkurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat
kumulatif.

Syarat alternatif ialah :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
atau

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat kumulatif ialah :

a. ada persetujuan tertulis dari isteri;

b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang
cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang
dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia
akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
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4)  Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan;
tidak memenubhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif;
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
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Pasal 11 (PP 45 Thn. 1990)

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari

seorang yang berkedudukan

sebagai :

1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta
izin lebih dahulu dari Presiden.

2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih
dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib
meminta izin lebih dahulu dari Presiden

4)  Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib
meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 12 (PP 45 Thn. 1990)

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian dan untuk
beristri lebih dari seorang, dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu
selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 13 (PP 45 Thn. 1990)

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam
lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan
itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin perceraian dan beristri lebih dari
satu, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil
golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 14 (PP 45 Thn. 1990)

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau
dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.
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Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat

Pasal 15 (PP 45 Thn. 1990)

1)

2)

3)

*

Pegawai Negeri Sipil, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu
selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak
melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu
selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut
dilangsungkan.

Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, dijatuhi
hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil;

Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, beristeri
lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Alasan-Alasan Perceraian

Menurut Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983, alasan-alasan

perceraian sebagai berikut :

Salah satu pihak berbuat zinah

Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar
disembuhkan

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuan/kemauannya

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
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